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Abstrak 

 

Pada dasarnya kehadiran financial technology (fintech) dilatarbelakangi 

oleh kebutuhan akan kecepatan bertransaksi dalam memenuhi kebutuhan usaha. 

Terdapat beberapa jenis fintech yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari 

misalnya Go-pay, Ovo, LinkAja, dll. Hal tersebut merupakan Transaction Payment 

Fintech. Namun, yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah Lending 

Fintech atau yang lebih dikenal dengan Peer to Peer Lending (P2P Lending).   

P2P Lending adalah wadah elektronik untuk melangsungkan suatu 

perjanjian pinjam meminjam. Oleh karena itu, para pihak dapat melangsungkan 

perjanjian tanpa harus bertatap muka. Saat ini, pengaturan mengenai P2P Lending 

diatur di dalam POJK No. 77 Tahun 2016. Perusahaan P2P Lending yang legal 

wajib mendaftarkan diri ke Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). 

Walaupun telah legal dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sah, 

terdapat beberapa risiko yang sering ditemukan dalam pelaksanaan P2P Lending. 

Salah satunya adalah gagal bayarnya debitur.  

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif untuk meneliti 

permasalahan tersebut dengan melakukan inventarisasi dan kepustakaan. Penelitian 

ini tidak melibatkan perhitungan angka atau kuantitas, oleh karena itu penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, 

risiko gagal bayar debitur dapat disebabkan oleh bunga yang tinggi dalam fintech. 

Bunga yang tinggi ini ada karena risiko yang cukup besar. Agunan dapat dijadikan 

solusi untuk meminimalisasi risiko yang tinggi tersebut sehingga tingkat bunga pun 

akan menurun. Namun dalam POJK No. 77 Tahun 2016, objek jaminan merupakan 

hal yang tidak wajib ada. Selain itu, dalam Bab Mitigasi Risiko POJK No. 77 Tahun 

2016 tidak diatur mengenai risiko gagal bayarnya debitur. Padahal, kewajiban 

dibebankannya agunan dapat meminimalisasi risiko gagal bayar. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan perbaikan terhadap POJK No. 77 Tahun 2016 untuk mewajibkan 

agunan dalam P2P Lending. Agunan yang dapat dibebankan dalam P2P Lending 

adalah Hak Tanggungan atau Jaminan Fidusia karena keduanya sudah dapat 

didaftarkan melalui media elektronik dengan memperhatikan UU Jabatan Notaris 

untuk pembuatan akta notarial secara digital.  

 

Kata Kunci: P2P Lending, Agunan, Gagal Bayar, Mitigasi Risko. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

I.1. Latar Belakang 

 

Industri perbankan yang semakin canggih merupakan dampak dari 

semakin pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia. Hal tersebut dapat 

dilihat dengan hadirnya teknologi finansial (financial technology yang 

selanjutnya disingkat fintech).1 Pada dasarnya kehadiran fintech dalam dunia 

perbankan di Indonesia ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan kecepatan 

bertransaksi dan kemudahan pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan untuk 

memulai usaha. Menurut Ekonom Institute for Development of Economics 

and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, total kebutuhan pembiayaan 

nasional pada tahun 2017 sudah mencapai lebih dari Rp 1.649 triliun, 

sementara kapasitas perbankan hanya sebesar Rp 600 triliun, sehingga 

diharapkan selisih kebutuhan pembiayaan nasional sebesar Rp 989 triliun 

dapat diisi oleh kehadiran fintech.2 Fintech merupakan salah satu bukti 

gabungan antara sektor teknologi dan jasa keuangan.  

Pada dasarnya transaksi melalui internet (internet banking) dan 

penggunaan mesin ATM adalah bentuk inovasi teknologi pada layanan 

keuangan. Fintech yang dimaksud pada masa kini telah mengembangkan 

berbagai produk serupa perbankan dan jasa keuangan lainnya yang lebih 

efisien sehingga pada akhirnya menghasilkan industri tersendiri yang 

produknya beririsan dengan komoditas berbagai lembaga keuangan 

konvensional. Fintech sebagai industri baru yang muncul akibat kemajuan 

teknologi membuat aspek hukum fintech masih terus berkembang dan tidak 

dapat ditampung dengan berbagai regulasi yang ada saat ini.  

Hingga saat ini, jumlah perusahaan yang bergerak di bidang fintech 

mencapai 113 perusahaan dan masih berkembang sebagaimana data dari 

                                                 
1 Ernama, dkk. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology, Jurnal Dipenogoro, 2017, Vol. 6 No. 
3, hlm. 2. 
2Aditya Noviansyah, Regulator, Pelaku Pasar dan Peneliti Bahasa Era Keuangan Digital, diakses di 

https://bisnis.tempo.co/read/858631/regulator-pelaku-pasar-dan-peneliti-bahas-era-keuangan-digital pada 17 Juli 2019 pukul 
20.20 WIB. 

https://bisnis.tempo.co/read/858631/regulator-pelaku-pasar-dan-peneliti-bahas-era-keuangan-digital
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Asosiasi Fintech Indonesia (AFI).3 Meningkatnya jumlah fintech yang ada di 

Indonesia sejalan dengan pendapat Bill Gates “…banking is necessary, banks 

are not...”.4 Hal ini menggambarkan bahwa di masa depan industri perbankan 

akan bergerak ke arah virtual yang didukung internet dan teknologi (virtual 

banking) tanpa kehadiran bank secara fisik, dimana yang dibutuhkan 

hanyalah sistem perbankan secara online (banking system) saja. Seiring 

dengan berkembangnya teknologi, banyak perusahaan fintech telah 

berinovasi membuat lembaga keuangan tanpa hadirnya tempat secara fisik, 

seperti halnya perusahaan Peer to Peer Lending (P2P Lending) yang 

merupakan salah satu bentuk fintech yang cukup diperhatikan banyak orang 

saat ini. P2P Lending ini sangat mudah diakses karena tidak mewajibkan para 

pihak untuk bertatap muka dan dapat diakses melalui internet, namun 

sayangnya dalam P2P Lending ini terdapat bunga yang cukup tinggi. Asosiasi 

Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mematok bunga pinjaman maksimal 

0,8% per hari. Dalam sebulan, bunga fintech maksimal mencapai 24% dan 

setahun bisa menyentuh angka 292%. Salah satu fintech yang memberikan 

bunga tinggi adalah Dana Rupiah.5 Dalam setahun bunganya adalah 28% 

dengan biaya administrasi 8%. Artinya bunga yang ditanggung bisa 36% per 

tahun. Besaran bunga pinjaman tersebut lebih besar dibanding bunga 

pinjaman kredit di bank. Bhima Yudhistira mengatakan bahwa rata-rata 

bunga pinjaman efektif untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) saja sebesar 7% 

dalam setahun.6 

Bunga yang tinggi ini berdampak pada tingginya risiko gagal bayar 

peminjam sebagai debitur. Padahal dengan bunga yang rendah, debitur 

menjadi tidak kesulitan membayar kembali pinjaman secara tepat waktu. 

Risiko bagi pemberi pinjaman sebagai kreditur pun dapat 

                                                 
3 Hadad, Muliaman D., Financial Technology di Indonesia, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017), hlm. 7. 
4 Ibid. 
5 Yanurisa Ananta & Rahajeng Kusumo Hastuti, Tak Percaya Bunga Fintech setinggi langit? Ini Buktinya, CNBC Indonesia, 

diakses di https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190716204353-37-85447/tak-percaya-bunga-fintech-setinggi-langit-ini-

buktinya pada 25 Oktober 2019 pukul 21.46 WIB. 
6 Ibid. 

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190716204353-37-85447/tak-percaya-bunga-fintech-setinggi-langit-ini-buktinya
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190716204353-37-85447/tak-percaya-bunga-fintech-setinggi-langit-ini-buktinya
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diantisipasi.  Kreditur juga memiliki risiko kehilangan seluruh atau sebagian 

pendanaan atas perbuatan wanprestasi debitur yang gagal bayar.  

AFPI merupakan organisasi yang mewadahi pelaku usaha P2P Lending 

atau fintech pendanaan online di Indonesia.7 AFPI ditunjuk Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam 

meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia. AFPI dibentuk 

dari kesadaran bahwa harus ada perlindungan bagi para pengguna layanan 

P2P Lending, baik peminjam maupun pemberi pinjaman. Untuk menjaga 

reputasi industri dari praktik yang tidak bertanggungjawab AFPI menetapkan 

suatu kode etik dalam bentuk pedoman perilaku. Pedoman perilaku ini berisi 

prinsip, proses dan panduan etika serta perilaku bagi penyelanggara P2P 

Lending. Dalam pedoman perilaku ini, tidak disebutkan secara langsung 

bentuk perlindungan dari P2P Lending kepada kreditur khususnya ketika 

debitur gagal memenuhi prestasinya untuk mengembalikan dana pinjaman. 

Di dalam P2P Lending, seorang kreditur adalah pihak yang memiliki 

dana dan meminjamkan dananya kepada peminjam dana dengan perantara 

P2P Lending. Dalam perjanjian pinjam meminjam melalui media elektronik, 

kreditur dalam meminjamkan dananya tidak bertemu atau bertatap muka 

secara langsung dengan pihak debitur. Berbeda dengan nasabah bank yang 

mengajukan peminjaman dana kepada bank dengan cara bertemu fisik ke 

bank. P2P Lending merupakan perantara yang menjadi jembatan antara 

debitur dan kreditur secara virtual. Hubungan kontraktual antara pihak ini 

terbentuk berdasarkan kesepakatan para pihak tanpa adanya pertemuan secara 

fisik. Dalam Hukum Perjanjian, tanpa adanya pertemuan secara fisik pun 

sebuah perjanjian tetap dikatakan sah selama memenuhi syarat syahnya 

perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yang meliputi kesepakatan 

antara para pihak baik dengan bertatap muka langsung atau tidak, kecakapan 

para pihak, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.8 Mengetahui bahwa tidak 

adanya tatap muka antara pihak kreditur dan debitur ini, dinilai perlu adanya 

                                                 
7 Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab 

Asosiasi Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) diakses di https://www.afpi.or.id/ pada 25 Oktober 2019 pukul 21.02 WIB. 
8 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Timbul dari Perjanjian, Buku 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995) hlm. 164. 

https://www.afpi.or.id/
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suatu kepastian terkait perlindungan hukum baik bagi debitur maupun 

kreditur, salah satunya dengan adanya agunan. Pengaturan mengenai agunan 

dalam perjanjian pinjam meminjam dengan P2P Lending ini dapat digunakan 

sebagai jaminan agar dana yang dipinjamkan pihak kreditur terjamin akan 

kembali. Sehingga ketika debitur tidak dapat mengembalikan dana yang 

dipinjam, agunan dapat dilelang untuk melunasi pinjaman yang tidak dapat 

dibayar.9 

Pada dasarnya tidak terdapat aturan mengenai agunan di dalam P2P 

Lending. Oleh karena itu, kreditur perlu menyadari bahwa risiko gagal bayar 

ini akan sepenuhnya ditanggung oleh kreditur sendiri. Apabila terjadi 

keterlambatan bayar atau gagal bayar debitur, maka kreditur yang akan 

menerima risiko kehilangan dana. Perlu diketahui bahwa P2P Lending diatur 

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77 Tahun 2016 tentang 

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (yang 

selanjutnya akan disebut POJK P2P Lending). Di dalam POJK tersebut hanya 

terdapat pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak serta isi dari 

perjanjian yang akan dibentuk dengan jaminan yang tidak diwajibkan ada 

namun dapat dibuat, artinya dalam POJK P2P Lending tidak mengatur 

mengenai kewajiban adanya jaminan, frasa kata dapat dibuat mengandung 

makna tidak wajib sehingga penyelenggara P2P Lending bisa mensyaratkan 

adanya jaminan dan juga bisa tidak. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 20 

ayat (1) dan (2) POJK No. 77 Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut: 

 

(1) “Perjanjian pemberian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima 

Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.  

(2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit 

memuat: 

a. nomor perjanjian; 

b. tanggal perjanjian;  

c. identitas para pihak; 

d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;  

e. jumlah pinjaman;  

f. suku bunga pinjaman;  

g. nilai angsuran;  

h. jangka waktu;  

                                                 
9 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan Edisi Revisi, (Bandung: Mandar Maju, 2012) hlm. 205. 
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i. objek jaminan (jika ada);  

j. rincian biaya terkait;  

k. ketentuan mengenai denda (jika ada); dan  

l. mekanisme penyelesaian sengketa.” 

 

Sementara itu, kewajiban mengenai agunan seharusnya bisa menjadi 

salah satu solusi pengurangan risiko gagal bayar oleh debitur. Di dalam Surat 

Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 18 Tahun 2017 tentang Tata 

Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan bahwa di dalam 

pengelolaan risiko teknologi informasi juga terdapat ketentuan yang 

mempertimbangkan penanggungjawab risiko dan batasan risiko. Namun, 

tidak disebutkan pengaturan mengenai agunan yang dapat dijadikan sebagai 

jaminan untuk pemenuhan kewajiban para pihak. Di dalam POJK No. 77 

Tahun 2016 telah disebutkan bahwa objek jaminan tidak diwajibkan ada 

dalam perjanjian pemberian pinjaman antara pemberi pinjaman dengan 

penerima pinjaman yang dituangkan dalam dokumen elektronik. Padahal, 

keberadaan dari objek jaminan ini dapat menjamin terpenuhinya hak dan 

kewajiban para pihak yang bersangkutan. Agunan merupakan jaminan 

material atau garansi risiko yang disediakan debitur untuk menanggung 

pelunasan apabila debitur tidak dapat melunasi utang sesuai dengan yang 

diperjanjikan.10 Agunan sendiri memiliki fungsi memberikan posisi 

diutamakan untuk mendapatkan pelunasan bagi kreditur apabila di kemudian 

hari ternyata debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya.11 Keberadaan dari 

agunan ini dinilai dapat memberikan keamanan bagi kreditur. Agunan 

bersifat marketable yakni dimaksudkan untuk dijual kembali dalam waktu 

yang relatif singkat sehingga hasil penjualannya dapat digunakan untuk 

pelunasan. Dengan demikian, di dalam perjanjian pokok seperti perjanjian 

pinjam meminjam berbasis teknologi dan informasi atau P2P Lending perlu 

ada agunan sebagai jaminan terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang 

bersangkutan. 

                                                 
10 Ibid. hlm. 208. 
11 M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hlm 4. 
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P2P Lending merupakan bagian dari ekonomi digital. Agar industri 

fintech ini dapat berkembang pesat, diperlukan landasan hukum yang kuat 

sehingga tercipta keamanan bagi pemberi, pengguna dan pengelolanya. 

Untuk mendapatkan kepercayaan pengguna fintech dalam hal perlindungan 

konsumen, berbagai produk fintech juga membutuhkan pengakuan dari 

regulator. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur fintech saat ini 

dianggap belum cukup mengakomodir. Pengaturan yang lebih komprehensif 

dinilai perlu dalam industri fintech khususnya dalam P2P Lending agar tidak 

menghambat inovasi bisnis industri tersebut. Oleh karena itu, perlu regulasi 

yang lebih spesifik sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan hukum 

kepada pihak-pihak di dalam P2P Lending. 

Sebelumnya sudah terdapat beberapa penelitian yang meneliti 

permasalahan hukum di dalam P2P Lending ini. Penelitian-penelitian 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kekosongan Hukum POJK No. 77 Tahun 2016 karangan Kevin Samuel 

Aditya (NPM. 2013 200 237) yang dikaitkan dengan Prinsip Know Your 

Customer (KYC) dan Prinsip 5C Perbankan. Penelitian ini menganilisis 

kekosongan hukum dalam POJK yang tidak memenuhi standar 

pemberian kredit dalam produk fintech. Hal-hal yang menurut penulis 

penelitian ini belum diatur adalah pengaturan mengenai bunga 

pinjaman, asuransi, prinsip 5C dan KYC. Selain itu, dalam penelitian ini 

sasaran dari P2P Lending tidak sebesar bank konvensional sehingga 

standar yang diberikan seharusnya lebih lunak dibandingkan standar 

untuk bank konvensional. 

2. Perlindungan Hukum berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 

tentang OJK karangan Nick Sanjaya (NPM. 2013 200 070). Penelitian 

ini membahas perlindungan konsumen terhadap para pengguna jasa 

P2P Lending yang dikaitkan dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 

2011. 
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3. Perlindungan Hukum Bagi Penerima Uang Berbasis Teknologi 

Informasi (Peer to Peer Lending) karangan Marvella (NPM. 2015 200 

076). 

4. Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Beserta Tanggung Jawab 

Penyelenggara Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

77/POJK.01/2016 Dalam Skema Peer to Peer Lending karangan 

Muhammad Rakha Aulia (NPM. 2015 200 190). 

 

Dalam penelitian ini, penulis ingin melakukan penelitian terhadap 

urgensi serta pengaturan mengenai agunan dalam P2P Lending yang berlaku 

saat ini dan mitigasi risiko terhadap wanprestasinya pihak debitur dalam 

mengembalikan dana pinjaman. Melihat mekanisme transaksi dalam P2P 

Lending ini berbeda karena melibatkan pihak perantara dan tidak terjadi 

pertemuan tatap muka, perlu ada pengaturan yang lebih konkret mengenai 

agunan sehingga akan ada jaminan yang dapat memitigasi risiko kreditur. 

Dengan demikian, pembahasan dari penelitian ini akan berbeda dengan 

penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.  

 

I.2. Rumusan Masalah 

Masalah merupakan setiap kesulitan yang menggerakkan manusia 

untuk memecahkannya.12 Berdasarkan uraian masalah yang terdapat dalam 

latar belakang, permasalahan umum yang akan dibahas dari skripsi ini adalah 

Upaya Mitigasi Risiko Wanprestasinya Peminjam Dana (Borrower) 

dalam Peer to Peer Lending. Untuk membahas permasalahan tersebut maka 

dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana pengaturan mengenai agunan yang berlaku saat ini dalam 

peraturan tentang P2P Lending? Apabila dalam penelitian diketahui 

bahwa agunan bersifat tidak wajib, Bagaimana urgensi pengaturan 

mengenai agunan dalam P2P Lending? 

                                                 
12 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991) hlm. 51. 
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2. Bagaimana seharusnya kewajiban mengenai agunan dirumuskan dalam 

peraturan tentang P2P Lending agar hak kreditur tetap terpenuhi dan 

risiko debitur wanprestasi dapat diantisipasi? 

 

I.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengidentifikasikan, mendefinisikan dan membatasi masalah 

dalam P2P Lending khusunya perlindungan bagi kreditur; dan 

2. Untuk menggambarkan hubungan hukum yang timbul antar pihak 

dalam P2P Lending. 

 

Selain itu, manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memahami 

bentuk manajemen risiko dalam Layanan Pinjam Meminjam Berbasis 

Teknologi Informasi dengan P2P Lending dan untuk mengetahui bagaimana 

pengaturan mengenai agunan seharusnya dirumuskan dalam peraturan 

mengenai P2P Lending. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk melengkapi penelitian yang sudah dibahas sebelumnya di dalam 

latar belakang penelitian ini; 

2. Untuk memberikan perlindungan terhadap para pengguna jasa P2P 

Lending khususnya pihak kreditur agar tidak dirugikan ketika 

debiturnya gagal bayar; dan 

3. Untuk mengetahui asas, prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam 

perbankan yang dapat dikaitkan dengan perjanjian pinjam meminjam 

uang berbasis teknologi informasi dalam P2P Lending, sehingga akan 

diketahui tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi 

risiko. 

 

I.4. Metode Penelitan 

Metode penelitian yang akan digunakan selama menyusun proposal 

penulisan hukum yang berjudul Upaya Mitigasi Risiko Wanprestasinya 
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Peminjam Dana (Borrower) dalam Peer to Peer Lending ini adalah yuridis 

normatif, yaitu penelitian akan berpusat pada peraturan yang berkaitan 

dengan permasalahan hukum yakni KUHPerdata, POJK P2P Lending dan 

UU ITE dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. 

 

1. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptis analitis yaitu metode yang berfungsi 

untuk medeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti 

melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.13 

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang merupakan prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 

melukiskan keadaan subyek atau objek penelitiaan pada saat sekarang 

berdasarkan fakta yang tampak.14 Adapun dalam penelitian ini akan 

memusatkan tinjauan yuridis pada KUHPerdata, POJK P2P Lending dan 

UU ITE serta peraturan yang relevan lainnya. 

 

2. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang 

artinya penelitian berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan KUHPerdata, POJK P2P Lending, UU Perbankan 

dan UU ITE sebagai peraturan-peraturan yang akan digunakan sebagai 

bahan penelitian. Dimana di dalam penelitian ini akan dianalisis asas-asas 

dalam Hukum Perbankan yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan 

Upaya Mitigasi Risiko Wanprestasinya Peminjam Dana (borrower) dalam 

P2P Lending. 

Adapun tipologi penelitian hukum yuridis normatif yang digunakan 

dalam penulisan hukum ini adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas 

hukum, dan taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Inventarisasi hukum 

                                                 
13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009). hlm. 29. 
14 Soerjono dan Abdul Rahman, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm 23. 
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di sini bukan hanya mengumpulkan hukum yang mengatur P2P Lending 

namun memiliki tujuan untuk menemukan kriteria norma seperti apa yang 

dapat dipergunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. 

Tipologi ini tidak dapat berdiri sendiri sehingga perlu ada kombinasi dengan 

penelitian lain. Salah satunya adalah asas dan doktrin hukum. Penelitian 

asas-asas hukum bertujuan untuk menemukan asas atau doktrin dari hukum 

positif yang berlaku.15 Dalam penelitian ini akan dianalisis asas-asas serta 

prinsip yang berlaku dalam perbankan maupun perikatan yang kemudian 

dikaitkan dengan permasalahan hukumnya. Kemudian, sinkronisasi vertikal 

dan horizontal bertujuan untuk meneliti keserasian hukum agar tidak saling 

bertentangan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan.16 

Tipologi ini dapat digunakan untuk mengetahui keselarasan antara aturan 

yang mengatur mengenai Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi 

Informasi khususnya dengan P2P Lending baik Undang-Undang, POJK, PP 

maupun PBI. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara kepustakaan yakni 

mencari dan mengumpulkan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum 

primer dan sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

mencakup:  

 Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan 

terdiri dari peraturan perundang-undangan: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); 

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77 Tahun 

2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi; 

                                                 
15 Faisar Ananda Arfa, Metodologi Penelitian Hukum Islam (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010). hlm. 54. 
16 Jonaedi Efendi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Depok: Prenadamedia Group, 2016). hlm. 67. 
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3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 35 Tahun 

2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan 

Pembiayaan; 

4. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan; 

5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE); 

6. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE);  

7. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; dan 

8. Peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. 

 

 Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para ahli, buku, 

jurnal atau e-journal, serta dokumen atau artikel. 

 

4. Analisis Data 

Analisa data yang akan dilakukan nantinya tidak melibatkan 

perhitungan angka atau kuantitas. Oleh karena itu, dengan mengacu pada 

ciri-ciri tersebut maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian 

kualitatif, metode ini digunakan sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati.17  

 

I.5. Rencana Sistematika Penulisan 

Hasil dari penelitian penulisan hukum ini akan dituangkan dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

 

                                                 
17 Moleong, J. Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002). hlm. 9.  
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dikemukakan latar belakang penulisan hukum, dimulai dari 

permasalahan hukum yang timbul dalam P2P Lending dan dikaitkan dengan 

peraturan serta asas yang dapat dipergunakan. Selain itu, terdapat tujuan dan 

manfaat penulisan serta metode penulisan hukum berupa yuridis normatif dan 

sistematika penulisan.  

 

BAB II TINJAUAN TERHADAP PERIKATAN, PERJANJIAN, DAN 

KONTRAK ELEKTRONIK 

Pada bab ini akan diuraikan hal-hal mengenai perikatan dan perjanjian mulai 

dari definisi, syarat sahnya suatu perjanjian, asas perjanjian, wanprestasi 

beserta akibat hukumnya. Selain itu, dalam bab ini turut akan dijelaskan hal-

hal mengenai kontrak elektronik termasuk dasar hukumnya. 

 

BAB III TINJAUAN TERHADAP P2P LENDING DAN MITIGASI 

RISIKO 

Pada bab ini, akan diuraikan mengenai perjanjian pinjam meminjam secara 

berbasis teknologi dan informasi dengan perantara perusahaan P2P Lending. 

Dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak 

dalam P2P Lending serta mekanisme dari jalannya pinjam meminjam secara 

online. Selain itu, dalam bab ini akan dijelaskan risiko yang mungkin terjadi 

dalam P2P Lending serta peraturan mengenai Mitigasi Risiko yang berlaku 

saat ini dalam POJK. 

 

BAB IV TINJAUAN TERHADAP JAMINAN, AGUNAN, DAN PRINSIP 

DALAM PERBANKAN 

Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai definisi maupun pengertian dari 

jaminan serta agunan yang dapat digunakan sebagai mitigasi risiko dalam 

P2P Lending. Selain itu, dalam bab ini akan diuraikan secara khusus 

mengenai peraturan, doktrin, prinsip serta asas perbankan yang diterapkan 

Bank Indonesia yang seharusnya dapat diterapkan POJK khususnya dalam 
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melakukan transaksi dalam P2P Lending dalam melangsungkan perjanjian 

pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.  

 

BAB V UPAYA MITIGASI RISIKO WANPRESTASINYA PEMINJAM 

DANA (BORROWER) DALAM P2P LENDING 

Pada bab ini, akan diuraikan analisis penulis mengenai upaya mitigasi risiko 

wanprestasinya peminjam dana dalam P2P Lending yang dapat dikaitkan 

dengan peraturan, doktrin, prinsip maupun asas yang berlaku. Selain itu, 

penulis juga akan menganalisis peraturan mengenai agunan yang berlaku saat 

ini dalam P2P Lending serta urgensi dari agunan itu sendiri sebagai mitigasi 

risiko. Hal ini tentu akan berkaitan dengan perumusan mengenai agunan yang 

seharusnya dijadikan sebagai suatu kewajiban dalam peraturan terkait. 

Dengan adanya regulasi yang jelas, hak dan kewajiban debitur maupun 

kreditur dalam P2P Lending ini akan terlindungi.  

 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini, akan ditarik kesimpulan dan saran dari penulisan bab-bab 

sebelumnya. 
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